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Abstrak: 
Artikel ini menganalisis pengaruh implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan 
keuangan publik. Akuntansi berbasis akrual diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan 
keuangan pemerintahan, karena metode ini mencatat pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, bukan pada 
saat kas diterima atau dibayarkan. Studi ini menggunakan metode literature review dari berbagai jurnal akademis dan 
laporan pemerintah yang diterbitkan setelah tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi 
berbasis akrual secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dalam hal keakuratan, relevansi, dan 
keterbandingan. Namun, beberapa tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan infrastruktur 
pendukung masih menjadi hambatan dalam penerapannya secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas 
serta kebijakan yang mendukung untuk memastikan implementasi yang optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, 
sistem akuntansi berbasis akrual berpotensi memperkuat tata kelola keuangan publik yang lebih transparan dan akuntabel. 
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Pendahuluan  
Implementasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah menjadi salah satu langkah strategis 

dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik. Akuntansi berbasis akrual memungkinkan 
pencatatan pendapatan dan beban pada saat terjadinya transaksi, tanpa memperhitungkan kapan kas diterima 
atau dibayarkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi, relevansi, dan transparansi pelaporan 
keuangan di instansi pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntansi berbasis akrual mulai diterapkan secara bertahap di Indonesia sejak 
tahun 2015 (Rahayu et al., 2023). Transformasi ini merupakan bagian dari reformasi keuangan negara yang 
bertujuan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik di tingkat pusat dan daerah. 

Dalam konteks global, banyak negara telah lebih dahulu mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual 
untuk meningkatkan akuntabilitas publik. Penelitian oleh Saraite-Sariene et al., (2020) menunjukkan bahwa 
negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru telah berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 
publik melalui penerapan sistem ini. Selain itu, menurut laporan IMF (2018), penerapan akuntansi berbasis 
akrual memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi beban keuangan yang sebenarnya, termasuk 
kewajiban jangka panjang yang seringkali tidak terlihat dalam sistem akuntansi berbasis kas. 

Namun, penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu 
tantangan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan 
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pengetahuan yang memadai terkait sistem ini (Hernita et al., 2021). Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum 
sepenuhnya memadai di banyak daerah juga menghambat implementasi akuntansi berbasis akrual secara 
efektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Thuan et al., (2022), pelatihan yang lebih intensif dan 
pengembangan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi menjadi solusi yang diperlukan untuk mempercepat 
adopsi akuntansi berbasis akrual di seluruh instansi pemerintah. 

Selain tantangan internal, ada juga hambatan eksternal yang mempengaruhi implementasi akuntansi 
berbasis akrual, seperti resistensi dari pihak-pihak yang tidak terbiasa dengan perubahan sistem akuntansi (Silva 
et al., 2023). Penelitian lain oleh Gonçalves et al., (2022) menunjukkan bahwa perubahan signifikan dalam 
sistem akuntansi memerlukan dukungan dari pemimpin institusi serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak 
yang terlibat, termasuk auditor dan akuntan publik. Tanpa adanya dukungan ini, pelaksanaan sistem baru dapat 
terhambat dan tidak memberikan manfaat yang maksimal. 

Dengan demikian, meskipun penerapan sistem akuntansi berbasis akrual menjanjikan peningkatan kualitas 
pelaporan keuangan di sektor publik, tantangan dalam hal keterampilan SDM, infrastruktur, dan resistensi 
terhadap perubahan harus diatasi. Keberhasilan penerapan sistem ini sangat bergantung pada komitmen 
pemerintah dan pemangku kepentingan dalam melakukan reformasi secara menyeluruh (Hubbart, 2022). Dalam 
jangka panjang, sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. 

 
Metodelogi 

Penelitian ini menggunakan metode literature review untuk menganalisis pengaruh implementasi sistem 
akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas pelaporan keuangan publik. Metode ini dipilih karena 
memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, temuan, dan kesenjangan penelitian yang relevan dengan 
topik yang diteliti. Literature review dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal-jurnal ilmiah, buku, 
dan laporan resmi pemerintah yang diterbitkan setelah tahun 2019. Kajian literatur ini juga mencakup penelitian 
yang dilakukan di berbagai negara yang telah mengadopsi sistem akuntansi berbasis akrual, sehingga dapat 
memberikan perspektif yang lebih luas mengenai manfaat dan tantangan penerapan sistem ini. 

Proses pengumpulan literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, ProQuest, 
dan ScienceDirect, yang memuat artikel-artikel peer-reviewed dari tahun 2019 hingga 2024. Kriteria pemilihan 
literatur didasarkan pada relevansi topik, metode penelitian yang digunakan, serta kesesuaian dengan konteks 
akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual. Selanjutnya, literatur yang 
terpilih dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi pengaruh implementasi sistem akuntansi berbasis akrual 
terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, maupun akurasi 
data keuangan. 

Melalui pendekatan literature review, penelitian ini juga mengkaji tantangan yang dihadapi dalam 
penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan 
teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Hasil kajian ini memberikan dasar yang kuat untuk menarik 
kesimpulan mengenai efektivitas sistem akuntansi berbasis akrual serta rekomendasi kebijakan untuk 
meningkatkan penerapan sistem ini di pemerintahan Indonesia. 
 
Hasil dan Pembahasan 
Peningkatan Transparansi dalam Pelaporan Keuangan 

Implementasi akuntansi berbasis akrual meningkatkan transparansi pelaporan keuangan publik karena 
sistem ini mencatat transaksi secara lebih komprehensif dan sesuai dengan waktu terjadinya, bukan 
berdasarkan kas yang diterima atau dibayarkan. Hal ini memungkinkan laporan keuangan yang lebih detail dan 
menggambarkan situasi keuangan sebenarnya, termasuk kewajiban yang belum terealisasi (Alhawtmeh et al., 
2023). 

   Transparansi dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu tujuan utama dari penerapan akuntansi 
berbasis akrual. Dalam akuntansi berbasis kas, beberapa kewajiban dan aset jangka panjang seringkali tidak 
tercermin dengan baik dalam laporan keuangan, sehingga memberikan gambaran yang kurang lengkap 
(Górowski et al., 2022). Sistem akrual memungkinkan pencatatan seluruh transaksi yang memengaruhi kondisi 
keuangan, termasuk piutang dan kewajiban, sehingga menciptakan laporan yang lebih jujur dan dapat dipercaya 
(Carlo et al., 2019). 

Studi oleh Kanapickiene & Keliuotyte-Staniuleniene (2019) menunjukkan bahwa penerapan akrual di 
pemerintahan Indonesia telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi keuangan, yang pada 
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akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai contoh, pelaporan aset dan kewajiban yang lebih akurat 
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beban pemerintah dalam jangka panjang, sehingga pengambil 
keputusan dapat merencanakan kebijakan keuangan yang lebih matang. 

Namun, tantangan transparansi tetap ada dalam hal penyajian data yang rumit dan memerlukan 
pemahaman lebih mendalam dari para pengguna laporan keuangan. Mähönen et al., (2020) menyoroti bahwa 
tanpa pemahaman yang cukup dari pengguna laporan, meskipun sistem akuntansi sudah transparan, informasi 
yang disampaikan mungkin masih sulit dipahami oleh publik atau bahkan oleh pejabat pemerintahan yang tidak 
berlatar belakang akuntansi. 

 
Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah 

   Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas 
pemerintah. Dengan mencatat pendapatan dan pengeluaran pada saat terjadinya transaksi, pemerintah dapat 
lebih bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan publik, baik jangka pendek maupun panjang (Onofrei 
et al., 2020). 

Akuntabilitas adalah kunci dalam manajemen keuangan sektor publik yang efektif. Akuntansi berbasis 
akrual memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan pertanggungjawaban terhadap kewajiban jangka panjang 
dan beban-beban yang akan datang, yang sebelumnya mungkin tidak tercatat dalam sistem berbasis kas. Hal ini 
memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga para pembuat 
kebijakan dan pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat (Mills et al., 2022). 

Menurut penelitian oleh Cao et al., (2023), implementasi akrual di sektor publik mengurangi praktik-praktik 
pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel, seperti menyembunyikan kewajiban yang belum dilunasi atau 
menunda pencatatan utang. Dengan sistem akrual, semua kewajiban tersebut harus dicatat sesuai dengan 
periode terjadinya, yang membuat laporan keuangan lebih dapat dipercaya. 

Meski demikian, akuntabilitas ini hanya dapat dicapai jika ada pelatihan yang memadai bagi para pejabat 
keuangan dan auditor di pemerintahan untuk memahami sistem ini. Beberapa laporan menunjukkan bahwa 
penerapan akrual sering kali dihadapkan pada kurangnya tenaga ahli yang terlatih, sehingga akuntabilitas yang 
diharapkan tidak sepenuhnya tercapai. 

 
Peningkatan Relevansi Informasi Keuangan 

Implementasi akuntansi berbasis akrual membuat informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih 
relevan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang akurat dan real-time mengenai pendapatan, beban, aset, 
dan kewajiban memungkinkan pembuat kebijakan untuk merencanakan kebijakan fiskal dan keuangan yang 
lebih baik (Pina et al., 2020). 

Relevansi informasi sangat penting bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan jangka pendek 
maupun panjang. Dengan menggunakan akrual, laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih realistis 
mengenai kondisi keuangan saat ini dan di masa depan. Sebagai contoh, kewajiban yang akan jatuh tempo di 
masa depan dapat diidentifikasi sejak dini, memungkinkan pemerintah untuk merencanakan pembayaran atau 
penyelesaian utang tersebut lebih baik. 

Sebuah studi oleh Huy & Phuc, (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan 
akuntansi berbasis akrual lebih mampu mengelola anggaran mereka dengan baik dibandingkan yang masih 
menggunakan sistem berbasis kas. Sistem ini memberikan informasi yang lebih relevan untuk menilai kinerja 
keuangan secara menyeluruh dan memperkirakan beban keuangan yang akan datang. 

Meski relevansi informasi meningkat, tidak semua instansi pemerintah siap memanfaatkan informasi ini 
dengan optimal. Beberapa laporan menunjukkan adanya kendala dalam penggunaan teknologi yang diperlukan 
untuk mengolah data akrual secara efektif, sehingga relevansi data terkadang tidak dimanfaatkan secara 
maksimal. 

 
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Publik 

Salah satu dampak positif dari penerapan akuntansi berbasis akrual adalah peningkatan efisiensi dalam 
pengelolaan keuangan publik. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan 
dengan lebih baik, karena pencatatan yang lebih akurat mengenai aset, kewajiban, dan beban (Lim & Nam, 
2023). 

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan 
tepat. Dengan sistem akrual, pemerintah dapat mengidentifikasi area di mana pengeluaran dapat dihemat atau 
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aset yang tidak produktif dapat dijual untuk meningkatkan arus kas. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk 
memprediksi kebutuhan likuiditas lebih baik, sehingga tidak terjadi krisis likuiditas yang tidak terduga. 

Sebagai contoh, penelitian oleh Cardillo & Longo, (2020) menemukan bahwa pemerintah daerah yang 
mengimplementasikan akrual mengalami peningkatan dalam hal efisiensi operasional. Dengan informasi yang 
lebih lengkap mengenai aset dan kewajiban, pemerintah dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait 
pengelolaan sumber daya publik. 

Kendati demikian, efisiensi hanya bisa dicapai jika ada dukungan teknologi informasi yang kuat dan 
kemampuan manajemen yang baik dalam memproses data keuangan yang dihasilkan dari sistem akrual. Tanpa 
itu, manfaat efisiensi dari sistem ini tidak akan sepenuhnya dirasakan. 

 
Keterbandingan Laporan Keuangan 

   Akuntansi berbasis akrual memfasilitasi keterbandingan laporan keuangan antar periode dan antar 
instansi pemerintah. Sistem ini menghasilkan standar yang lebih konsisten dalam penyusunan laporan, sehingga 
memudahkan auditor dan pengguna laporan untuk membandingkan kinerja keuangan dari waktu ke waktu. 

   Keterbandingan adalah elemen penting dalam audit keuangan, karena memungkinkan pemangku 
kepentingan untuk melihat bagaimana kondisi keuangan pemerintah berubah dari satu periode ke periode 
lainnya. Dengan menggunakan akrual, setiap transaksi dicatat dengan metode yang sama, sehingga laporan 
keuangan dari berbagai tahun dapat dibandingkan secara objektif. 

   Penelitian oleh Dokas et al., (2023) menunjukkan bahwa akrual juga mempermudah perbandingan antar 
daerah dan antar instansi pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat dapat membandingkan kinerja keuangan 
antar daerah untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan keuangan di setiap wilayah. 

Namun, keterbandingan ini hanya akan optimal jika semua entitas pemerintah menerapkan standar 
akuntansi berbasis akrual dengan konsisten. Dalam banyak kasus, ada perbedaan dalam penerapan akrual 
antar daerah yang dapat mengganggu upaya untuk membuat perbandingan yang adil. 
 
Kesimpulan 

Penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah membawa dampak signifikan terhadap 
peningkatan kualitas pelaporan keuangan publik. Dengan mencatat transaksi berdasarkan waktu terjadinya, 
akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih transparan dan akurat mengenai kondisi keuangan 
pemerintah, termasuk pengelolaan aset dan kewajiban jangka panjang. Peningkatan transparansi ini turut 
berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan 
yang disajikan oleh pemerintah. 

Selain itu, akuntansi berbasis akrual juga memperkuat akuntabilitas dan relevansi informasi keuangan. 
Pemerintah menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan publik, serta memiliki data yang lebih 
akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Meskipun tantangan masih dihadapi, seperti 
keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, manfaat jangka panjang dari penerapan sistem ini terlihat 
jelas, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. 

Namun, untuk mencapai keterbandingan yang lebih baik antar instansi pemerintah dan antar periode, 
diperlukan konsistensi dalam penerapan standar akrual di seluruh tingkat pemerintahan. Selain itu, kesiapan 
infrastruktur teknologi dan pelatihan bagi para pegawai menjadi kunci keberhasilan dalam memaksimalkan 
manfaat dari akuntansi berbasis akrual ini. Dengan langkah-langkah yang tepat, akuntansi akrual diharapkan 
mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan publik secara berkelanjutan. 
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